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BAB IV 

PEMANFAATAN TANAH WAKAF DAN TANAH MILIK DALAM 

MENJAMIN KESEJAHTERAAN UMAT DI PDM KOTA 

YOGYAKARTA DAN KENDALANYA 

A. Kesejahteraan Umat Dalam Perspektif Muhammadiyah 

Berdasarkan kriteria kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik 

(2007)  yang memiliki beberapa tahapan dan 21 indikator  berikut pembagian 

beberapa majlis yang ada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah, maka 

kerangka kesejahteraan yang coba dirumuskan adalah sebagai berikut  : 

1. Penyediaan lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup umat 

manusia 

2. Penyediaan pendidikan  dan sarana pendidikan yang berkualitas dan 

terjangkau oleh masyarakat  

3. Penyediaan  sarana kesehatan untuk menjaga  kesehatan masyarakat 

4. Penyediaan sarana keagaamaan bagi masyarakat untuk memenuhi rasa 

keberagamaan mereka 

5. Penyediaan layanan sosial bagi masyarakat yang sangat membutuhkan 

B. Bentuk Pemanfaatan Tanah Wakaf dan Tanah Milik 

Pemanfaatan tanah wakaf dan milik di PDM Kota yogyakarta 

diklasifikasikan dalam 5 klasifikasi : 

1. Pemanfaatan untuk sarana pendidikan  

Sabagai organisasi sosial yang memiliki konsentrasi pada 

pengembangan pendidikan dan kesehatan, Muhammadiyah tidak perlu 
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diragukan lagi kiprahnya dalam mengembangkan pendidikan di indonesia 

pada umumnya dan Kota Yogyakarta khususnya, itu dapat dilihat pada 

pemanfaatan aset tanah wakaf dan milik dalam pengembangan pendidikan 

dan fasilitas pendidikan, hal itu terbukti hampir di setiap cabang 

Muhammadiyah diselenggarakan pendidikan dan lembaga pendidikan, 

secara kuantitas persil tanah dan luasanya menduduki rangking pertama 

dalam pemanfaatan aset tanah yaitu 255  (dua ratus lima puluh lima) persil 

dengan luas 195.239 m2 (seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga 

puluh sembilan) meter persegi. 

Selain pemenuhan akan kebutuhan pendidikan, upaya  ini juga dalam 

rangka membuka kesempatan lapangan kerja dibidang pendidikan baik 

tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan sehingga kesempatan 

masyarakat mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

semakin lebih besar. 

Begitu pula dalam pengelolaanya Muhammadiyah memiliki satu 

majlis yang bertanggung jawab dalam pengembangan pendidikan  yaitu 

Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah agar mutu pendidikan dan 

layanan pendidikan dapat terjaga dengan baik yang pada akhirnya 

kepuasan masyarakat terhadap pendidikan Muhammadiyah dapat 

dirasakan. 

2. Pemanfaatan untuk Sarana Ibadah (Masjid dan Mushalla) 

Berikutnya perhatian Muhammadiyah terhadap pemahaman agama 

dan keberagamaan juga patut diakui, hal itu dibuktikan dengan banyaknya 
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fasilitas ibadah dan keagamaan yang dibangun diatas tanah wakaf dan 

milik Muhammadiyah khususnya dikota Yogyakarta, tanah yang 

digunakan membangun masjid dan mushalla mencapai 395 (tiga ratus 

sembilan puluh lima) persil  tanah dengan luas 85.016 m2 (delapan puluh 

lima ribu enam belas) meter persegi. 

Muhammadiyah juga memiliki majlis yang menyelengarakan 

gerakan dakwa dan konsentrasi terladap layanan keagamaan yaitu Majlis 

Tabligh agar masyarakat menerima siraman rohani dan pemahaman 

keagamaan dengan baik sehingga ketenangan dalam hidup dapat 

dirasakan. 

3. Pemanfaatan untuk Perkantoran dan Fasilitas Sosial 

Kebutuhan akan tersedianya kantor tempat dijalankanya sistem 

administrasi organisasi merupakan keniscaayaan dalam Muhammadiyah, 

sehingga pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut tentunya menjadi 

preoritas target demi terselenggaranya tata organisasi dengan baik 

sehingga Muhammadiyah memanfaatkan sebagian asetnya untuk 

kepentingan tersebut. 

Tidak kurang dari 14 (empat belas )persil tanah wakaf dan milik 

dengan luas 12.550 m2 (dua belas ribu lima ratus lima puluh) meter 

persegi, digunakan untuk membangun gedung perkantoran baik ditingkat 

cabang, daerah, wilayah ataupun pusat dengan penanggung jawab kantor 

masing-masing. 
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Selain tempat tersebut dimanfaatkan untuk perkantoran juga 

dimanfaatkan sebagai tempat sosial dimana masyarakat secara luas dapat 

memanfaatkanya untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan pada 

umumnya, bahkan dalam hal khusus tempat tersebut dapat 

dimanfaatkan/dipinjam  untuk kepentingan keluarga  yang membutuhkan 

area bebas yang lebih luas dari rumah seperti rapat keluarga maupun 

walimah. 

Selain itu muhammadiyah juga membangun fasilitas sosial secara 

khusus untuk menyantuni keluarga yang yatim/piatu dengan dibangunya 3 

panti asuhan yang berada di lowano, ngampilan dan kraton, asrama panti 

dibangun diatas 3 (tiga) persil tanah dengan luas 3.477 m2 (tiga ribu 

empat ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi. 

Selain itu Muhammadiyah juga memiliki majlis yang berkonsentrasi 

dalam layanan masyarakat yaitu Majlis Pelayanan Sosial bahkan dalam 

keadaan darurat bencana terdapat Lembaga Penanggulangan Bencana yang 

berkhitmat kepada masyarakat untuk melindungi diri dari keadaan 

bencana. 

Hal itu semua dilakukan tidak lain dan tidak bukan kecuali dalam 

rangka agar masyarakat merasa nyaman dalam menjalani hidup dan 

mendapat kebahagiaan yang di cita-citakan. 

4. Pemanfaatan untuk Fasilitas Kesehatan 

Pemanfaatan tanah pusat kesehatan di PDM  Kota Yogyakarta 

memang belum mencapai jumlah yang maksimal, terdapat 6 (enam) persil 
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tanah dengan luas 2.830 m2 (dua ribu delapan ratus tiga puluh)  meter 

persegi yang digunakan membangun 2 tempat layanan kesehatan yaitu 

PKU Muhammadiyah Kota Gede dan Faskes I Aisyiyah di mantrijeron 

Yogyakarta.  

Selain fasilitas diatas sesungguhnya di Kota Yogyakarta terdapat 

layanan kesehatan masyarakat PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta 

yang dibangun oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memanfaatan 

aset tanah yang cukup luas dan lengkap di tengah kota akan tetapi secara 

administratif pengelolaan asetnya dilakukan oleh Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah. 

Perhatian Muhammadiyah terhadap layanan kesehatan masyarakat 

juga ditopang dengan dibentuknya Majis Pelayanan Kesehatan Umum 

(MPKU) yang berkhidmat melayani masyarakat dalam membantu 

menjaga kesehatan masyarakat. 

Layanan kesehatan yang baik yang dirasakan oleh masyarakat adalah 

indikator dari kesejahteraan masayarakat dan umat, semakin baik layanan 

kesehatan yang diterima oleh masyarakat semakin baik pula tingkat 

kesejahteraanya. 

5. Pemanfaatan untuk Lahan Produktif 

Pemanfaatan tanah wakaf dan tanah milik Muhammadiyah untuk 

lahan produktif sejumlah 20 (dua puluh) persil dengan luas 20.140 m2 

(dua puluh ribu seratus sempat puluh) meter persegi, dari jumlah tersebut 

sebagian besar  dimanfaatkan untuk lahan pertanian, peternakan dan 
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perikanan, sementara untuk pengelolaan lahan produktif secara  modern 

masih sangat terbatas. 

Muhammadiyah dalam pengelolaan aset ini membentuk Majlis 

Ekonomi dan Kewirausahan yang memiliki konsentrasi pemberdayaan 

ekonomi umat dalam rangka penyediaan lapangan pekerjaan dan 

pemenuhan standart kebutuhan dasar umat. 

C. Kendala-Kendala Pemanfaatan Tanah Wakaf dan Tanah Milik 

1. Tanah wakaf dan milik yang belum dimanfaatkan 

Muhammadiyah sebagai nadzir dan pemilik hak atas tanah sudah 

baik dalam pemanfaatanya, akan tetapi masih juga menyisakan beberapa 

kendala dan permasalahan, hal itu tergambar dari adanya 20 (dua puluh) 

persil tanah wakaf dan milik dengan luas 14.112 m2(empat belas ribu 

seratus dua belas) meter persegi yang tersebar diberapa lokasi yang belum 

dimanfaatkan 

Dalam praktik dilapangan menjadi nadzir wakaf adalah pilihan 

pekerjaan yang sulit,  dikarenakan di banyak tempat memang pengelolaan 

aset wakaf dilakukan dengan asas kerelaan (tanpa mendapat imbalan), 

selain harus berusaha mencari dana membangun sarana juga perawatan 

harta wakaf itu sendiri sehingga harta wakaf dan tujuan wakaf dapat jaga. 

Muhammadiyah sebagai nadzir wakaf juga mengalami hal yang sama, 

masih banyak tanah wakaf yang dibiarkan bertahun tahun begitu saja tanpa 

mendapat perhatian yang memadai, beberapa contoh tanah wakaf di 

Wirosaban barat (depan SMA BIAS) seluas 233 m2 wakaf sejak 1997, 



87 

 

Kebrokan 229 m2 wakaf sejak 1997, Mendungan 568 m2 wakaf 1996 , 

Nitikan 400 m2 tahun 2008, Tahunan 392 m2 tahun 2010 , Wirogunan 75 

m2 tahun 2011 dan karang anyar 962 m2 kondisinya kosong belum 

termanfaatkan . 

Ada juga persil tanah wakaf  yang belum dimanfaatkan karena 

permintaan wakif menjadi wakaf produktif sehingga tugas nadzir terasa 

lebih berat lagi contoh tanah wakaf di Purbayan 468 m2 tahun 2017, 

sedang tanah milik yang belum dimanfaatkan di wedomartani kalasan 

sleman seluas 231 m2 karena jauhnya jarak dan jumlah yang kurang 

signifikan untuk sarana dakwah. 

Dari kendala tersebut seharusnya Muhammadiyah mulai 

memikirkan adanya tenaga profesional (bukan Volentir) yang menangani 

aset tanah baik wakaf maupun milik sehingga dapat dimanfaatkan dengan 

baik dalam menunjang gerakan dakwah. 

2. Tanah wakaf dan tanah milik Muhammadiyah yang pemanfaatanya 

belum sesuai tujuan  peruntukannya 

Ada beberapa tanah wakaf dan milik Muhammadiyah yang 

pemanfaatanya belum sesuai dengan peruntukan semula tanah tersebut dan 

terima dan diadakan, hal itu digambarkan dalam dua contoh kasus berikut : 

a. Tanah Xt Square 

Istilah tanah Xt Square adalah istilah untuk tanah yang 

diwakafkan oleh Bp. H. Kohari ayah dari H. Zubair Kohari alm. Tanah 

sawah ini luas awal 2.040 m2 karena terkena lahan irigasi maka 
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tertinggal 1.821 m2 diwakafkan dengan klausul hasilnya  sebagian 

diberikan untuk buka puasa bersama di Masjid Karangkajen dan 

Masjid Gede Kauman, adapun Ikrar wakafnya kepada PCM 

Mergangsan pada tahun 1950an, ketika dibangun terminal bus antar 

kota di umbul harjo maka diberdayakan untuk parkir inap untuk  

kendaraan roda dua, begitu terminal berpindah kegiwangan maka  

dibuatlah  4 petak  bangunan untuk disewakan tapi hasilnya kurang 

signifikan, sedang pelaporan keuangannya ditangani oleh almarhum 

Bapak Muhammad Ali. 

Pada tahun 2014 yang lalu Bp. Haryadi pegawai PP 

Muhammadiyah bertemu Bp. Achmad Zein Muttaqin salah satu 

anggota majlis wakaf PDM Kota Yogyakarta dan menanyakan perihal 

sertifikat tanah yang ada didepan extiscuare, apakah pernah bertemu 

dengan Bp. Muhammad Ali ? tolong ditanyakan dimanakah 

sertifikatnya ? ternyata setelah ditanyakan sertifikat tersebut hilang dan 

tidak menyisakan foto copy barang selembar pun, kecuali foto copy 

ikrar wakaf yang ditulis sendiri oleh wakif (bukan akta ikrar wakaf), 

dari sinilah  ahirnya berkembanglah  pembicaraanya sampai pada 

pemanfaatanya, kenapa tidak dimanfaatkan dengan maksimal ? 

Dari sinilah kemudian para ahli waris punya semangat yang 

kuat untuk menyelesaikan dan menyempurnakan proses wakaf yang 

oleh kakek mereka dengan upaya formal di Kementrian Agama dalam 

hal ini KUA dan sekaligus menyelesaikan pendaftaran alas haknya  di 
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Kantor Pertanahan Nasional BPN, dengan usaha saling bahu membahu 

melengkapi berkas oleh ahli waris dan dibantu BPN dalam usaha 

menerbitkan kembali sertifikat yang hilang dan turun waris, akhir 

keluarlah sertifikat pengganti itu dengan pemilik hak ahli waris ketiga. 

Setelah   terbit   sertifikat tersebut  maka proses wakaf 

dilanjutkan dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah  sebagai nadzir, 

hal itu diharapkan tanah wakaf segera dapat dimanfaatkan dan 

memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga pahala dari pada 

wakaf  dapat mengalir kepada wakif. 

Proses sertifikasi tanah wakaf tersebut dibiayai oleh SMA 

Muhammadiyah 5 Yogyakarta dengan satu harapan pemanfaatan 

kedepanya akan dilakukan oleh SMA Muh 5 untuk pengembangan 

kampus 2 SMA Muh 5, akan tetapi ketika tanah tersebut akan 

dimanfaatkan, ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah  Mergangsan 

Bp. Dr. Luthfan  meninggal dunia kemudian berganti pimpinan baru, 

sementara tidak tahu perkembangan sebelumnya mengajukan 

keberatan melepaskan tanah wakaf tersebut, karena walaupun dalam 

jumlah yang sedikit tanah tersebut ikut menyokong sumber dana PCM 

Mergangsan. 

Polemik tentang pemanfaatan tanah wakaf  antara nadzir PCM 

atau PDM itu berlangsung cukup lama sehingga SMA Muh 5 

mengundurkan diri untuk memanfaatkan tanah tersebut, dikarenakan 

fihak PCM bersikukuh untuk tetap memanfaatkan maka PDM melepas 
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dengan 2 syarat, pertama PCM sanggup mengembalikan semua biaya 

sertifikasi dalam 1 tahun dan sanggup memanfaatkan dengan baik 

tanah wakaf tersebut pada tahun berikutnya (Tahun kedua) 2016-2017. 

Pada tahun ketiga (2018) sesuai pemufakatan bersama 

dikarenakan 2 syarat PDM tidak ada yang dipenuhi maka diputuskan 

pemanfaatan tanah dicabut kembali dari PCM dan akan diserahkan 

kepada AUM yang mengelola dan memanfaatkan dengan baik. 

Pada bulan agustus 2018 SMK MUH 2 Yogyakarta  mendapat 

tawaran dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk 

mengajukan proyek ruang praktik siswa dan ruang kelas baru dengan 

syarat memiliki lahan yang cukup untuk kedua proyek tersebut, dengan 

tawaran tersebut maka smk muh 2 yogyakarta mengajukan diri untuk 

dapat memanfaatkan tanah wakaf tersebut, setelah bermusyawarah 

berkali-kali akhirnya disepakati SMK lah yang memanfaatkan tanah 

tersebut dengan perjanjian husus dan alhamdulillah pembangunanya 

sedang berlansung saat ini. 

Adapun tujuan wakaf untuk memberikan takjil (buka puasa) di  

masjid agung Karangkajen dan masjid gede Kauman yang terhenti 

sejak tahun 1990an diharapkan dapat dipenuhi dari share dana dari 

smk muh 2 yogyakarta 10 juta tiap tahunnya kepada PCM Mergangsan 

sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian. 
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b. Wakaf H. Irsyat 

Pada tahun 1920 an  langgar kidul KH. Ahmad Dahlan 

dirobohkan, kemudian Ahmad Dahlan mengungsi di salah satu 

temannya yaitu H.M. Hani, ia mendapat tugas untuk mengelola tanah 

keluarga mbah Irsyat di Karanganyar. Pada tahun 1923 di Karanganyar 

muncullah perkumpulan kuliah subuh yang dinamakan Walfajry, maka 

didirikanlah yayasan walfajry dengan tujuan dapat mengelola tanah 

dengan baik untuk kemaslahatan masyarakat sekitarnya dan 

menghidupkan perguruan walfajry. Nama Walfajry ini menurut 

beberapa sumber dicetuskan oleh seorang yang memiliki kelebihan 

dalam ilmu pengetahuan yang bernama M. Hani (adik dari Bp. Abdul 

Azis). 

Perkumpulan tersebut bertempat tinggal di langgar mbah Soli 

yang terletak di tanah belakang tanahnya H. Irsyat yang sekarang 

terdapat masjid Al-Irsyad. Karena beberapa orang dari mereka 

memiliki kelebihan ilmu, maka dibentuklah perguruan. Karena 

dibentuk oleh orang-orang Walfajry maka perguruan ini kemudian 

dinamakan Perguruan Walfajry.  

Setelah perguruan tak lagi berjalan, maka warga karanganyar 

atas ijin ibu H. Irsyat membangun sebuah masjid di atas tanah pak H. 

Irsyat. Masjid tersebut dibangun di bagian depan Selatan, mepet 

dengan jalan raya seperti masih bisa dilihat di jalan Sisimangaraja saat 

ini. Dan diberi nama Masjid Al-Irsyad. 
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Selama terjadi kekosongan/ kevakuman kegiatan pihak-pihak 

yang terlibat sebagai mantan guru-guru Walfajry menyewakan gedung 

Walfajry lama yang dibangun pak Cokroaminoto dan sekolah TK 

milik Yayasan Bias yang membangun gedung Tknya sendiri dan 

sampai sekarang masih berdiri. 

Selama kurun waktu 1956 sampai dengan saat ini Perguruan 

Walfajry tidak pernah melakukan aktifitas apapun, kecuali 

memindahkan kegiatan sekolah Arab di mardiwaran yang dilanjutkan 

oleh bu Kharomah dan Ibu Jufainah. Kegiatan Mardiwaran 

berlangsung hingga tahun 1980 an karena para guru sudah sangat 

sepuh dan murid juga lama kelamaan menjadi  sedikit dan habis. 

Pada tahun 2006 terjadi gempa skala besar di Yogyakarta yang 

mengakibatkan runtuhnya masjid Al Irsyad. Atas partisipasi warga 

Karanganyar dan sumbangan warga masjid kembali didirikan. Selama 

proses membangun kembali masjid, warga Karanganyar selalu 

meminta ijin kepada keluarga bani irsyad dalam hal ini yang sering 

diminta ijin adalah Ibu Jannah. 

Gempa di Yogyakarta tahun 2006 juga mengakibatkan 

runtuhnya gedung sekolah walfajry, namun tidak dilakukan perbaikan 

oleh mantan guru-guru Walfajry lama. Sehingga untuk kegiatan 

sekolah memang sudah tidak ada gaung dan gerakannya lagi sejak 

sekitar tahun 1956. Bekas reruntuhan gedung sekolah kemudian 

dirapikan, dipasangi keramik dan diberi atap agar bisa dimanfaatkan 
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oleh warga sekitar untuk kegiatan. Adapun masjid setelah bergonta 

ganti pegurus akhirnya dikelola oleh takmir yang sekarang. 

Dalam kasusnya pernah terjadi transaksi jual beli antar 

beberapa ahli waris, dengan beberapa orang Walfajry non ahli waris, 

entah berapa dan siapa yang terlibat dan telah terjadi 3 kali angsuran, 

namun karena tidak mampu melanjutkan angsuran dikarenakan kolaps 

maka H. Irsyat mempersilahkan Walfajry memanfaatkan tanah 

tersebut.  

Kejadian pada tahun 1999 beberapa orang Walfajry yang bukan 

ahli waris berupaya membuat surat pernyataan wakaf yang 

ditandatangani oleh beberapa ahli waris, namun setelah surat itu dibuat 

tidak pernah ada tindak lanjut kegiatan apapun (vakum total). 

Kejadian tahun 2015 diadakan rapat pertemuan yag diprakarsai 

oleh Ibu Saudah (anak dari mantan pengajar Walfajry non ahli waris) 

dan suaminya pak Raditya Adiwiyasa. Mereka mengajak kembali 

orang-orang lama Walfajry utuk bergabung memperbaharui yayasan 

perguruan walfajry yang sudah mati. Pada Januari 2016 beberapa ahli 

waris diundang rapat yang intinya disodori yayasan perguruan walfajry 

oleh Ibu Saudah dan Bp. Raditya. Namun yayasan bentukan mereka 

ditolak ahli waris karena tidak melalui proses musyawarah yang mulus 

dan diharapkan. Pada saat itu banyak terjadi konflik antara pihak 

mereka (Ibu Saudah dan Bp. Raditya Adiwiyasa) dengan Bp. Jatmiko 

(wakil ahli waris yang dipercaya untuk mengurus proses wakaf). 
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Pada tahun 1980 an Ibu firdaus ahli waris pemegang sertifikat 

meminta agar tanah wakaf si mbah dapat diberdayakan (dimanfatkan 

dengan maksimal) kemudian pengurus yayasan Walfjari meminta 

sertifikat tanah tersebut. Setelah sertifikat dipegang oleh pengurus 

salah seorang diantaranya meninggal dunia, dan sertifikat diambil alih 

pengurus yang lain yang notabene yaitu notaris. Dan pada akhirnya 

ketika ditemui oleh ahli waris tentang pemanfaatan tanah wakaf tidak 

memberikan jawaban yang memuaskan, akhirnya ahli waris (cucu-

cucu dan buyut wakif) berusaha mencari informasi kepemimpinan 

Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Akhrinya pada tahun 2015 ahli 

waris mencari informasi tentang muhammadiyah sebagai Nadzir 

wakaf, untuk menggantikan yayasan walfajry. Setelah beberapa kali 

musyawarah keluarga ahli waris akhirnya mereka sepakat menunjuk 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta menjadi nadzir 

wakaf tersebut. 

Setelah dipersiapkan berkas wakaf dipersiapkan, maka 

direncanakanlah proses ikrar wakaf dihadapan masyarakat dan 

musbika setempat di masjid Walfajry. Akan tetapi, acara tersebut gagal 

dilaksanakan karena berlawanan dari yayasan walfajry, dengan dalih 

acara tersebut ilegal dengan sebab sertifikat tanah ada ditangan 

Yayasan Walfajry. dan telah dibuat ikrar wakaf kepada yayasan 

Walfajry pada tahun 1994, dan mereka memohon KUA untuk 
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membatalkan dan memblokir sertifikat di Badan Pertanahan 

Yogyakarta sehingga ikrar wakaf tidak dapat dilaksanakan.   

Setelah dilanjutkan penelitian terhadap ikrar wakaf kepada 

yayasan walfajry ternyata 6 orang ahli waris yang mewakafkan tidak 

dilampiri kuasa dari seluruh ahli waris yang jumlahnya 65 orang dan 

pernyataan ikrar wakaf tersebut tidak didaftarkan di KUA dan tidak 

diproses ke Badan Pertanahan Nasional, sehingga ikrar wakaf tersebut 

dianggap batal keberadaannya.  

Upaya yang telah dilakukan : 

1) Mengumpulkan ahli waris 65 orang dan melengkapi 

administrasinya untuk mencabut pernyataan wakaf kepada 

yayasan walfajry tahun 1999. 

2) Seluruh ahli waris memberikan kuasa kepada beberapa orang 

untuk melaksanakan ikrar wakaf kepada Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Yogyakarta dan sudah dilaksanakan pada 

tanggal 2 oktober 2017.  

3) Pimpinan Daerah Muhammadiyah melanjutkan pendaftaran 

tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional dan sertifikat 

tanah wakaf sudah diterbitkan pada tanggal 27 November 

2017.  

Adapun pemanfaatan tanah tersebut direncanakan sebagai 

berikut : 
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a) Pengembangan Masjid Al Irsyad menjadi 2 lantai, selain 

untuk ibadah diharapkan dapat diselenggarakan pendidikan 

al-Qur’an dan agama bagi masyarakat sekitar. 

b) Pembangunan gedung dengan klasifikasi 3 lantai. Pada 

lantai pertama untuk penambangan ekonomi dengan 

dibangunnya minimarket/toko serta kantor biro haji dan 

umrah serta klinik fase satu. Lantai dua dibangun 2 aula 

dengan masing-masing satu ukuran yang besar dan satu 

yang lain berukuran kecil. Lantai tiga dibangun beberapa 

kamar (home stay) untuk dapat disewakan sehingga 

mendapatkan manfaat dari wakaf untuk biaya operasional 

dan pengembangan berikutnya. 

Dengan digantinya nadzir Muhammadiyah  dan adanya regulasi 

yang mengatur tentang nadzir dan pengawasan nadzir diharapkan 

tujuan wakaf dari semula dapat diwujudkan kembali. 

3.  Tanah  Wakaf Yang Dimanfaatkan Pihak ketiga 

a. Panti Asuhan Yatim Putri 

Panti Asuhan Yatim Putri memiliki tanah seluas 11.930 M2, 

pada awalnya tanah-tanah tersebut adalah wakaf dan pembelian sejak 

tahun 1939 – 1960, akan tetapi proses penyelasaian administratifnya di 

Kementrian Agama (KUA) dan badan petanahan nasional  BPN baru 

dapat diselesaikan oleh Muhammadiyah  pada tahun 1995, dalam 

pemanfaatanya tanah tersebut sebagian untuk pembangunan gedung 
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panti Asuhan kurang lebih 2.000 M2, sebagian dimanfaatkan Stikes 

Aisiyah yang sekarang Universitas Aisiyah kurang lebih 6.000 M2 dan 

sebagian lainnya kurang lebih 3.930 M2 masih ditempati oleh warga 

masyarakat Ngampilan yang jumlah kepala keluarganya mencapai  51 

KK (daftar  nama terlampir) dari lingkungan masyarakat 2 Rw yaitu 

Rw 12 dan Rw 13 Ngampilan. Pemanfaatan tanah oleh masyarakat 

Ngampilan tersebut tidak memiliki status yang jelas, sejak kapan 

mulainya dan kapan berakhirnya , dan lebih berat lagi karena mereka 

menempati secara turun temurun , dari yang dahulunya hanya beberapa 

keluarga, sekarang menjadi 51 keluarga bahkan lebih karena dalam 

satu rumah ada yang 2 kepala keluara atua lebih. 

Dalam upaya penyelasian pemanfaatan tanah tersebut 

sesungguhnya sudah dilakukan, baik musyawarah kekeluargaan antara 

Muhammadiyah dan para warga atau antara Muhammadiyah, 

masyarakat dan muspika setempat. Pada bulan maret tahun 1996 

pernah dilakukan musyawarah dengan masyarakat sekitar untuk 

membahas keberadaan mereka ditanah wakaf tersebut dan mereka 

menyadari bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf Muhammadiyah 

akan tetapi mereka belum memiliki tempat yang lain yang harus 

mereka gunakan untuk pindah, hingga pada bulan september pada 

tahun yang sama dilaksanakan musyawarah antara Muhammadiyah, 

masyarakat  dengan muspika setempat dan dari hasilnya bahwa 

masyarakat diminta untuk meninggalkan tanah tersebut,   Hanya hasil-
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hasil dari pertemuan tersebut belum sempat berlanjut pada eksekusi 

pemindahan warga ketempat yang lain agar tanah dapat dimanfaatkan 

oleh Muhammadiyah baik pengembangan Panti Asuhan atau 

pengembangan lainnya.(Bp. Drs.Suparto, MA) 

Berikutnya pada bulan ramadhan tahun 2012, pada saat bp. 

Badruddin ARK, S.Ag menjadi pimpinan cabang muhammadiyah 

ngampilan juga pernah dibahas dan disosialisasi tentang pemanfaatan 

tanah wakaf yang ada dilingkungan panti asuhan putri 

Muhammadiyah bahkan pertemuan tersebut dilaksanakan beberapa 

kali, yang inti dari hasil musyawarah tersebut adalah  tanah tersebut 

adalah tanah Muhammadiyah dan masyarakat sekitar hanya 

menempati bukan yang memiliki hak walaupun ada sebagian warga 

yang menempati tempat tersebut dengan transaksi sesama mereka, 

sehingga apabila suatu saat tanah tersebut akan dimanfaatkan oleh 

Muhammadiyah masyarakat harus bersedia meninggalkan tempat 

tersebut, akan tetapi ternyata keadaan tidak lebih baik dari tahun 

1996-1997 yang saat itu masyarakat sudah bisa menerima dengan 

sarat penggantian kerugian atas barang-barang mereka, pada tahun 

2012 ada masyarakat yang mengajukan penggantian dengan nilai yang 

cukup besar karena ketika mereka datang dengan membayar sejumlah 

uang pada pemakai sebelumnya dan mereka sudah membangun 

bangunan semi permanen bahkan ada beberapa yang membangun 

bangunan permanen. Hal itulah yang membuat pimpinan cabang 
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Muhammadiyah Ngampilan mengurungkan niatnya untuk kembali  

menyelesaikan pemanfaatan tanah Panti Asuhan Yatim Putri 

Muhammadiyah sampai sekarang. (Bp. Badrudin ARK, S.Ag, MSI) 

b. TK ABA Aisyiyah  Kauman 

Tanah wakaf TK ABA Kauman asal mulanya adalah tanah 

milik keluarga mbok Hadji Fachrodin alias Moeljati yang wafat pada 

tanggal 5 Maret 1956, semasa hidupnya menikah dengan Bp. Hadji 

Fachrodin memiliki anak perempuan bernama Siti Marchamah, yang 

kemudian menikah dengan Hadjam Hisyam yang sama-sama sudah 

meninggal pada tanggal 24 November 1974 dan 25 November 1985. 

Dari perkawinan keduanya dikaruniai beberapa anak dua diantaranya 

adalah Drs. H. Muhammad Adnan Hadjam yang lahir tanggal 31 

Agustus 1948 dan Prof. Dr. M. Noor rochman Hadjam S.U. yang lahir 

22 April 1950, ketika H. Fachrodin diberikan gelar pahlawan Nasional 

diberikanlah hadiah sebuah rumah dan pekarangan oleh Presiden 

Soeharto kepada ahli warisnya. Sementara ahli warisnya H. Fachrodin 

hanya Ibu Siti Marchamah tetapi beliau menolak karena khawatir 

menjadi bahan rebutan ahli warisnya kelak. Akan tetapi setelah 

dibujuk dan didesak kemudian diterimalah hadiah tersebut tetapi 

diganti dengan biaya naik Haji (ONH), sebelum pemberangkatan haji 

disaksikan oleh putra putrinya Ibu Siti Marchamah mengikrarkan 

wakaf rumah dan pekarangannya kepada KH. AR. Fachrudin tetapi 

semenjak diikrarkan tersebut proses administrasi wakaf belum dapat 
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dilaksanakan dengan baik karena ibu Siti Marchamah selaku satu satu 

ahli waris dari Mbok hadji Fachrodin  alias Moelyati meninggal dunia 

ketika melaksanakan ibadah haji di  kota makkah. 

Pada tahun 2014 Pimpinan daerah Muhammadiyah kota 

Yogyakarta berinisiasi untuk menyelesaikan sertifikasi tanah wakaf 

yang ada di komplek TK ABA Aisyiyah Kauman, maka majlis wakaf 

segera menemui   ahli waris Bp. Noor Rachman Hadjam dan Bp. M. 

Adnan Hadjam  dan mereka menyambut baik usaha dan inisiasi untuk 

segera memproses dan menyelesaikan administrasi wakaf baik di 

Kementerian Agama KUA maupun di kantor Pertanahan Nasional 

tersebut, sehingga keluarga diminta segera menyiapkan segala hal 

yang berkaitan dengan syarat administrasinya. 

Dalam upaya menyelesaikan administrasi wakaf tersebut 

ternyata mengalami beberapa kendala antara lain : 

1) Alas hak atas tanah tersebut hanya foto coppy layang ukur atau 

gambar bagan yang diterbitkan tanggal 28 oktober 1940 

sehingga dibutuhkan waktu yang agak lama untuk menerbitkan 

sertifikat baru sebagai alas hak 

2) Dalam proses turun waris karena jarak dari pemegang hak dan 

penerima hak cukup jauh maka diperlukanlah banyak sarat 

administratif yang harus dipenuhi, terlebih 2 generasi pemegang 

hak sudah meninggal dunia terlebih dahulu 
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3) Dikarenakan tanah yang diproses peralihan hak berada ditengah 

kota sehingga memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) yang 

tinggi, sehingganya berakibat pada biaya penerima hak atas 

tanah dan bangunan (BPHTB) yang harus dibayarkan juga 

tinggi, padahal kemampuan pembiayaan untuk itu terbatas baik 

oleh PDM  maupun TK ABA Kauman 

4) Berikutnya dikarenakan selama puluhan tahun pajak bumi dan 

bangunan tidak pernah ditagihkan dan tidak pernah dibayarkan 

maka ketika akan dilakukan sertifikasi haruslah dibayar pula 

akumulasi tunggakan pajak dan akumulasi dendanya sehingga 

menambah beban biaya yang ditanggung  

Sementara untuk pemanfaatan tanah wakaf tersebut sampai 

dengan hari ini. Dimanfaatkan oleh Pimpinan Ranting Aisyiyah 

Kauman untuk pengembangan TK ABA Kauman kurang lebih 1000 

m2, sementara sisanya masih ditempati oleh beberapa orang warga 

dengan tanpa kejelasan statusnya termasuk (kapan mulai metempati 

dan kapan akan berhahir) bahkan ada sebagian mereka yang 

memindahkan hak menempati kepada orang lain, sehingga 

pemanfaatan tanah wakaf oleh Muhammadiyah belum dapat 

dilakukan dengan maksimal. 
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Upaya-upaya dilaksanakan: 

a) Usaha yang dilaksanakan adalah persertifikatan tanah wakaf 

dan mencarikan dana untuk sertifikasi tanah terkait pajak 

BPHTB , PBB dan IMBB dan lain sebagainya yang telah 

mendapat bantuan dan pinjaman dari UMY dan UAD, sehingga 

sertifikasi dapat terlaksana dengan baik. 

b) Sementara pemanfaatan tanah diserahkan kepada Pimpinan 

Ranting Aisyiah untuk pengembangan TK ABA Aisyiyah 

Kauman. 

c) Sedang sisa tanah kurang lebih 1000 M2  belum  dapat 

dimanfaatkan oleh Muhammadiyah karena masih ditempati 

oleh 11 kepala keluarga masyarakat kauman yang sudah 

menempati puluhan tahun dan enggan meninggalkan tempat itu 

karena tidak memiliki tempat yang lain untuk ditinggali 

d) Usaha untuk memahamkan bahwa tanah tersebut adalah tanah 

wakaf yang harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya sudah 

dicoba disampaikan akan tetapi masyarakat tetap menolak 

untuk pindah ketempat yang lain kerena memang mendarah 

daging dan nyaman ditempat tersebut dan tidak adanya tempat 

yang lain untuk ditinggali 

Dari uraian diatas ditarik kesimpulan minimnya pemahaman 

tentang setatus tanah wakaf dan tujuan wakaf yang harus dijaga dan 
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faktor ekonomi menjadi kendala dalam pemanfaatan tanah wakaf 

untuk kesejahteraan dan keadilan umat 

4. Tanah wakaf dan milik Muhammadiyah  yang menjadi objek 

sengketa 

Diantara kendala yang dialami oleh muhammadiyah dalam 

memanfaatkan tanah wakaf maupun tanah milik adalah adanya tanah yang 

disengketakan baik status atas tanah maupun pemanfaatan atas tanah, 

karena tanah menjadi objek sengketa maka pemanfaatan atas tanah 

menjadi terhalangi. 

a. Tanah H. Bakrei Soedjak 

Tanah tersebut terletak di pringgokusuman adalah tanah 

pembelian oleh muhammadiyah pada tahun 1980-an kepada keluarga 

besar H. Bakrei Soedjak, tanah dibeli karena keluarga membutuhkan 

uang untuk keperluan sekaligus tanah dilakukan pecah karena 

pembagian harta warisan, tanah seluas 868m2 di pecah menjadi tiga 

persil, 2 persil telah laku dijual oleh Muhammadiyah pada tahun 

1990an sedang satu persil tersisa seluas 468 m2 belum laku, karena 

ahli waris belum memiliki tempat tinggal yang lain maka di izinkan 

menempati tanah yang ada. 

Karena bapak H. Soedjak meninggal maka yang menempati 

ahli warisnya bapak Drs. Sutomo dan bapak Hadi Waluyo, berikutnya 

mereka berdua pun meninggal dunia maka sekarang yang menempati 

adalah keluarga cucu-cucu  dari bapak H. Soedjak diantaranya adalah 
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bapak Wasthon Sujak, karena sudah lama menempati dan membangun 

rumah diatasnya dengan permanen dan sertifikat masih atas nama 

H.Bakrei Soedjak maka keluarga merasa memiliki hak untuk membeli 

kembali tanah tersebut, namun Muhammadiyah sudah beberapa kali 

ditemui menolak menjual tanah karena akan digunakan untuk fasilitas 

dakwah.  

b. Tanah TK Aba Pringgoksuman 

Tanah ini juga berada di kampung pringgokusuman, tanah 

seluas 185 m2 sudah diwakafkan kepada Muhammadiyah pada tahun 

1992, tetapi tanah tersebut ditempati oleh keluarga wakif, karena sudah 

lama menempati merasa berhak terhadap tanah sehingga mereka 

melakukan gugatan di pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama 

tentang keabsahan wakaf dan sudah mendapat putusan pada tahun 

2003 dan muhammadiyah menang dan wakaf dianggap sah. 

Berkas tanah sudah masuk ke badan pertanahan nasional pada 

tahun 2003 akan tetapi belum dapat diproses dikarenakan berkas 

dimasukan sebelum mendapat keputusan hukum yang tetap (proses 

banding) , hingga sampai saat ini masih dilakukan penelusuran 

terhadap BP berkas di badan pertanahan untuk dilakukan 

sertifikasinya. 

Pemanfaatan pada kedua tanah tersebut terkendala karena 

proses administatif tanah belum selesai sehingga seharusnya menjadi 

perhatian bagi Muhammadiyah. 
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5. Tanah Muhammadiyah yang Hilang Tertimpa Bencana 

Pemanfaatan tanah wakaf terkendala karena tanah tersebut tertimpa 

erupsi merapi bebeapa tahun yang lalu tanah  seluas 2.030 m2 (dua ribu 

tiga puluh)  yang terletak di kepuharjo cangkringan sleman wakaf dari ibu 

Ir. Hermini Supyati tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya 

dikarenakan keberadaanya hilang baik lokasi maupun batas-batasnya. 

Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seharusnya dapat 

segera diusahakan sehingga tanah dapat segera ditemukan maupun 

mendapat penggantian sehingga dapat dimanfaatkan kembali dan tujuan 

wakaf dapat tercapai. 

 

 

 

 

 

 


